
 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Pengelolaan parkir di Kebondalem menunjukkan kompleksitas dalam 

dinamika kuasa antara pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas regulasi 

resmi dan aktor-aktor informal seperti juru parkir liar dan preman setempat. 

Meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan telah menetapkan 

regulasi dan zonasi untuk pengelolaan parkir, kehadiran juru parkir liar menyoroti 

kelemahan dalam penegakan regulasi. Mereka tidak hanya mengambil keuntungan 

dari kekosongan regulasi untuk mengendalikan lahan parkir tanpa izin resmi, tetapi 

juga terlibat dalam dinamika kuasa lokal yang kompleks dengan melibatkan preman 

setempat untuk perlindungan dan distribusi pendapatan yang tidak terkontrol. 

Selain itu, keberadaan aktor-aktor informal seperti preman setempat dan 

kelompok ekonomi lokal seperti salah satu organisasi menambah lapisan kekuasaan 

informal yang berjalan paralel dengan struktur formal yang diatur oleh pemerintah 

daerah. A dari salah satu organisasi, sebagai contoh, memiliki pengaruh signifikan 

dalam pengelolaan parkir di area tertentu di Kebondalem meskipun tidak diakui 

secara resmi oleh pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam 

distribusi dan pengelolaan sumber daya ekonomi di tingkat lokal, di mana 

kekuasaan tidak hanya terpusat pada otoritas formal tetapi juga terpengaruh oleh 

dinamika sosial dan ekonomi lokal yang lebih luas. 

Dalam konteks teoritis, konsep "quiet encroachment" dari Asef Bayat dapat 

digunakan untuk memahami bagaimana aktor-aktor informal seperti juru parkir liar 
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menggunakan kelemahan regulasi untuk memperluas kontrol mereka atas sumber 

daya ekonomi seperti lahan parkir. Fenomena ini menyoroti perlunya penguatan 

regulasi dan penegakan hukum yang lebih efektif untuk memastikan bahwa 

pengelolaan parkir dapat berjalan lebih adil dan transparan bagi seluruh masyarakat 

Kebondalem. Dengan memperdalam pemahaman terhadap dinamika ini, 

pemerintah daerah dapat mengembangkan strategi yang lebih baik dalam mengatur 

sumber daya ekonomi publik untuk kesejahteraan bersama. 

 

  


